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Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan antara politik transaksional dan melemahnya kaderisasi partai politik
di Indonesia. Argumen utamanya ialah bahwa transaksi politik bukan sekadar praktik pemberian uang
atau pertukaran dukungan pada masa pemilu. la merupakan pola hubungan yang lebih luas: akses
terhadap pencalonan, jabatan, sumber daya kampanye, perlindungan, dan pengaruh kebijakan
dipertukarkan melalui jaringan personal ketika aturan organisasi dan program publik tidak cukup kuat
mengikat perilaku aktor. Dalam keadaan demikian, partai cenderung merekrut figur yang membawa
modal elektoral atau finansial secara segera, sementara proses panjang pendidikan politik, penugasan,
evaluasi, dan promosi kader kehilangan nilai praktis. Artikel menggabungkan kajian patronase dan
klientelisme, pembiayaan politik, seleksi kandidat, demokrasi internal, serta pelembagaan partai.
Pembahasan menunjukkan bahwa masalah kaderisasi berakar pada insentif kelembagaan: biaya kompetisi
yang tinggi, sentralisasi keputusan, sumber pendanaan yang tidak memadai dan kurang transparan,
lemahnya penghargaan terhadap kerja organisasi, serta orientasi elektoral jangka pendek. Dampaknya
tampak pada jarak antara anggota dan pimpinan, pergantian elite yang terbatas, ketergantungan calon
pada donor dan broker, serta kebijakan yang rentan ditafsirkan sebagai balas jasa. Reformasi karena itu
harus mengubah tata kelola pencalonan dan pembiayaan sekaligus membangun jalur kader yang terbuka,
terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Artikel menawarkan rancangan reformasi yang menghubungkan
pendidikan kader, meritokrasi, audit internal, pembiayaan publik bersyarat, transparansi, dan partisipasi
warga. Kajian ini bersifat konseptual dan sintesis literatur; ia tidak mengklaim mengukur besaran
transaksi atau menilai semua partai dengan satu pola yang seragam.

Kata Kunci

politik transaksional; kaderisasi; partai politik; patronase; klientelisme; pembiayaan politik; rekrutmen
kandidat; demokrasi internal

Pendahuluan

Partai politik menempati posisi yang khas dalam demokrasi perwakilan. Warga memilih wakil, tetapi
partai menyusun pilihan yang tersedia, menyeleksi orang yang akan mengisi jabatan publik,
mengagregasi kepentingan, dan menghubungkan tuntutan masyarakat dengan kebijakan. Fungsi itu
tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh kampanye kandidat atau popularitas individu. Ketika organisasi
partai gagal mendidik dan menyiapkan pemimpin, kompetisi tetap dapat berlangsung secara prosedural,
tetapi pilihan politik warga makin ditentukan oleh figur yang memiliki sumber daya, jaringan, atau
visibilitas paling besar. Krisis kaderisasi dengan demikian bukan masalah administrasi keanggotaan
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semata. la menyangkut mutu representasi, kapasitas pemerintahan, dan kemampuan demokrasi
memperbarui kepemimpinan secara damai.

Politik transaksional perlu didefinisikan secara cermat agar analisis tidak menyamakan seluruh
kompromi dengan penyimpangan. Dalam sistem perwakilan, negosiasi koalisi, pertukaran dukungan
atas agenda kebijakan, dan pembagian tanggung jawab pemerintahan dapat menjadi bagian wajar dari
proses demokratis jika terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalah
muncul ketika manfaat selektif yang bersifat privat—uang, jabatan, akses, perlindungan, atau fasilitas—
dipertukarkan dengan loyalitas politik, suara, dukungan pencalonan, atau keputusan publik tanpa
transparansi dan tanpa ukuran kepentingan umum. Pembeda pentingnya adalah apakah pertukaran itu
diarahkan kepada program yang dapat dinilai warga, atau kepada hubungan personal yang mengikat
penerima dan pemberi secara tidak setara.

Konteks Indonesia memperlihatkan ketegangan antara demokrasi elektoral yang kompetitif dan
organisasi partai yang belum selalu berfungsi sebagai jalur karier politik yang dapat diprediksi. Kajian
tentang politik uang dan jaringan patronase menggambarkan bagaimana perantara, sumber daya
kandidat, serta hubungan personal dapat memengaruhi mobilisasi dukungan. Kajian pembiayaan politik
menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dana partai dan sumber daya legal yang tersedia,
yang membuka risiko ketergantungan pada pembiayaan informal (Aspinall & Sukmajati, 2016; Mietzner,
2015). Penelitian mengenai seleksi calon kepala daerah juga menemukan kecenderungan proses yang
lebih terpusat dan kurang demokratis pada kasus partai yang diteliti, meskipun pola dan dinamika
internalnya berbeda (Budi, 2020). Temuan-temuan tersebut tidak boleh digeneralisasi menjadi
gambaran tunggal bagi semua organisasi atau semua daerah, tetapi menyediakan petunjuk mengenai
mekanisme yang patut diuji.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana pola transaksi politik dapat mengurangi insentif untuk
membangun kader, melalui mekanisme apa krisis tersebut bertahan, dan reformasi apa yang dapat
memutus lingkarannya. Pembahasan bergerak dari konsep ke konteks kelembagaan, lalu ke dampak dan
agenda perubahan. Perspektif yang dipakai bersifat institusional: keputusan aktor dipengaruhi oleh
aturan formal, sumber daya, kebiasaan organisasi, dan perkiraan tentang imbalan maupun risiko.
Artinya, persoalan tidak cukup dijelaskan dengan menyalahkan watak individu. Pengawasan terhadap
pelanggaran tetap penting, tetapi akan terbatas bila struktur organisasi terus memberi keuntungan pada
keputusan tertutup, pendanaan tak terlacak, dan seleksi yang mengabaikan rekam pengabdian.

1. Makna Politik Transaksional dalam Demokrasi Perwakilan

Politik pada dasarnya melibatkan pertukaran. Warga memberi mandat kepada wakil; anggota partai
menyumbangkan waktu dan dukungan; partai membentuk koalisi; pemerintah menegosiasikan
anggaran dan regulasi. Pertukaran semacam itu tidak otomatis tercela. Politik transaksional dalam
pengertian kritis merujuk pada dominasi kesepakatan langsung, selektif, dan personal yang
menempatkan keuntungan jangka pendek sebagai dasar utama dukungan. Transaksi tersebut dapat
berbentuk uang tunai, barang, janji pekerjaan, akses proyek, promosi jabatan, perlindungan hukum, atau
komitmen pencalonan. Sebagian bentuknya kasatmata, sebagian berlangsung melalui hubungan
patronase yang baru tampak setelah keputusan publik dibuat.

Pembedaan analitis dapat dibuat melalui empat pertanyaan. Pertama, siapa yang menerima manfaat:
masyarakat luas berdasarkan aturan atau individu dan jaringan tertentu? Kedua, apakah kesepakatan
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terbuka dan dapat diperiksa? Ketiga, apakah manfaat bergantung pada kepatuhan politik penerima?
Keempat, apakah tersedia mekanisme untuk menolak atau mengoreksi kesepakatan tanpa ancaman
kehilangan hak dasar? Program bantuan sosial yang diatur undang-undang dan diberikan menurut
kriteria publik berbeda dari distribusi manfaat yang sengaja dibuat selektif untuk mengamankan
loyalitas. Koalisi antarpartai yang menyepakati agenda pemerintahan berbeda dari dukungan yang dibeli
dengan jabatan atau konsesi tersembunyi.

Konsep klientelisme membantu menjelaskan hubungan berulang antara patron dan klien. Patron
mengendalikan sumber daya yang bernilai; klien memberikan dukungan, kerja kampanye, atau loyalitas.
Hubungan itu dapat berjangka panjang, dimediasi broker, dan tidak selalu berbentuk uang tunai.
Patronase mengacu pada distribusi pekerjaan, kontrak, atau sumber daya negara kepada pendukung.
Pembelian suara merupakan salah satu bentuk yang lebih sempit: manfaat material dipertukarkan
dengan pilihan elektoral yang diharapkan. Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan pentingnya
jaringan perantara serta distribusi sumber daya dalam memahami politik elektoral Indonesia. Kerangka
tersebut menerangkan mekanisme sosial, bukan menyatakan bahwa seluruh pemilih dapat dikendalikan
atau bahwa program kebijakan tidak berpengaruh.

Risiko demokratis timbul ketika pertukaran personal menggeser pertanggungjawaban berbasis
program. Pemilih mungkin menerima manfaat sesaat, tetapi kesulitan menagih kualitas layanan publik
yang manfaatnya tersebar dan datang kemudian. Anggota partai dapat mendukung pengurus karena
bergantung pada akses pencalonan, bukan karena meyakini arah kebijakan. Calon terpilih menghadapi
tekanan membayar kembali biaya kampanye kepada penyandang dana atau broker. Akibatnya, jabatan
publik dilihat sebagai aset untuk memulihkan investasi politik. Lingkaran itu mengikis batas antara
kompetisi yang sah, patronase, dan korupsi, walaupun setiap kasus tetap harus dibedakan berdasarkan
bukti, hukum yang berlaku, dan proses pembuktian.

2. Kaderisasi sebagai Infrastruktur Politik

Kaderisasi adalah proses membentuk anggota yang memahami nilai, aturan, dan tujuan partai serta
memiliki kecakapan untuk menjalankan fungsi organisasi dan pelayanan publik. [a mencakup rekrutmen
anggota, pendidikan ideologis dan kewargaan, latihan kebijakan, pengalaman mengelola organisasi,
penugasan di tingkat lokal, evaluasi, mentoring, dan promosi. Kaderisasi bukan sekadar kursus singkat
menjelang pencalonan. la adalah infrastruktur sosial yang membuat partai mampu menghasilkan
pemimpin baru dengan kompetensi, etika, dan legitimasi internal.

Jalur kader yang sehat memiliki beberapa ciri. Syarat kemajuan diketahui anggota; kesempatan tersebar
ke daerah dan kelompok sosial yang beragam; hasil kerja dapat dibandingkan menggunakan indikator
yang relevan; keputusan promosi dapat dijelaskan; dan tersedia keberatan terhadap proses yang tidak
adil. Meritokrasi di sini tidak berarti mengukur segala hal dengan ujian atau angka. [a memerlukan
penilaian gabungan atas integritas, kapasitas, rekam kerja, pemahaman isu, kepercayaan publik, serta
kemampuan membangun kerja kolektif. Tanpa transparansi, istilah meritokrasi dapat menjadi label bagi
keputusan elite yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kaderisasi juga menjalankan fungsi pembelajaran kelembagaan. Anggota yang terlibat dalam advokasi
warga, penyusunan anggaran, pemantauan layanan, dan perumusan program mendapatkan pengalaman
nyata mengenai konsekuensi kebijakan. Pengetahuan tersebut sulit diperoleh hanya melalui kampanye.
Kader lokal dapat mengenali perubahan kebutuhan masyarakat, sedangkan organisasi pusat
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menghubungkan masalah setempat dengan prioritas nasional. Hubungan dua arah ini membantu partai
menghindari keadaan ketika gagasan kebijakan hanya disusun oleh konsultan sesaat dan tidak berakar
pada pengalaman konstituen.

Krisis kaderisasi tampak ketika jalur pendidikan dan pengabdian tidak memberi peluang yang sebanding
dengan jalur masuk berbasis ketenaran, kekayaan, atau kedekatan elite. Anggota yang menghabiskan
waktu membangun cabang dapat melihat figur baru memperoleh posisi strategis tanpa proses yang
dapat dijelaskan. Mereka kemudian memilih keluar, mengurangi partisipasi, atau membangun jaringan
transaksional sendiri. Dalam jangka panjang, organisasi kehilangan memori, penghubung sosial, dan
kumpulan orang yang memahami kerja publik. Dampak itu tidak selalu langsung terlihat dalam
perolehan suara, tetapi berpengaruh pada kesinambungan organisasi dan kualitas wakil setelah pemilu.

3. Mengapa Transaksi Menjadi Strategi yang Menguntungkan

Biaya pencalonan dan kampanye yang tinggi merupakan salah satu sumber insentif transaksional.
Kandidat memerlukan dana untuk organisasi lapangan, komunikasi, transportasi, saksi, materi
kampanye, dan kegiatan bertemu pemilih di wilayah luas. Ketika dana resmi partai tidak mencukupi atau
distribusinya tidak dapat diprediksi, kandidat menutup kesenjangan itu melalui aset pribadi, sumbangan
pendukung, pengusaha, kelompok kepentingan, atau jaringan informal. Ketergantungan pada sumber
daya tersebut mengubah keseimbangan internal: orang dengan kapasitas mengumpulkan dana dapat
memiliki daya tawar lebih besar daripada kader yang memiliki rekam pengabdian tetapi sumber daya
terbatas.

Masalahnya bukan semata besarnya pengeluaran, tetapi ketidakseimbangan antara kebutuhan
kompetisi dan akuntabilitas dana. Mietzner (2015) menguraikan bagaimana desain pembiayaan politik
yang disfungsional dapat memelihara ketergantungan pada sumber dana dan praktik koruptif. Jika
donasi tidak dicatat secara lengkap, batas antara sumbangan politik, investasi bisnis, dan pembayaran
informal menjadi kabur. Penyumbang dapat mengharapkan akses atau perlakuan khusus, sementara
kandidat yang menang menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Tidak setiap donasi
menghasilkan korupsi, tetapi relasi pendanaan yang opak menciptakan risiko konflik kepentingan yang
harus dikelola.

Insentif kedua berasal dari ketidakpastian pemilu. Dalam persaingan yang dianggap sangat ketat, partai
atau calon dapat lebih memilih strategi yang dipersepsikan cepat menghasilkan dukungan daripada
membangun basis sosial yang membutuhkan waktu. Pembagian manfaat pribadi, mobilisasi broker, dan
popularitas instan tampak menarik ketika partai tidak memiliki pemetaan konstituen yang baik atau
tidak percaya bahwa program akan mengubah perilaku pemilih. Rasionalitas strategi ini bersifat jangka
pendek: ia mungkin membantu mengamankan suara, namun biaya yang dikeluarkan untuk membeli
dukungan tidak otomatis membangun loyalitas, kapasitas kebijakan, atau identitas organisasi.

Ketiga, sentralisasi seleksi menciptakan kelangkaan akses. Jika keputusan pencalonan terpusat pada
sejumlah kecil pengurus, calon membutuhkan persetujuan mereka dan tidak selalu dapat mengandalkan
kriteria yang telah diumumkan. Akses kemudian dinegosiasikan melalui reputasi, hubungan personal,
dukungan elektoral, dan sumber dana. Budi (2020), dalam kajian atas Golkar dan PDI-P pada pemilihan
eksekutif subnasional 2005-2020, mendokumentasikan kecenderungan proses yang kurang demokratis
dan lebih tersentralisasi, dengan pola yang berbeda sesuai dinamika internal masing-masing partai.
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Temuan itu menunjukkan mekanisme yang mungkin mempersempit jalur kader, tetapi bukan bukti
bahwa semua keputusan pusat pasti transaksional.

4. Struktur Organisasi dan Konsentrasi Kekuasaan

Partai membutuhkan koordinasi nasional. Tanpa kewenangan pusat, organisasi dapat terpecah, tidak
konsisten dalam sikap, atau gagal membangun agenda nasional. Karena itu, sentralisasi tidak dengan
sendirinya berarti buruk. Persoalan terletak pada konsentrasi kewenangan tanpa prosedur pembatas,
keterbukaan informasi, dan mekanisme koreksi. Bila pengurus pusat dapat menentukan kandidat,
mengendalikan sumber daya, dan menafsirkan aturan tanpa pengawasan efektif, cabang kehilangan
insentif untuk membangun basis anggota. Keputusan yang menyangkut karier politik menjadi
bergantung pada akses ke elite pusat.

Demokrasi internal bukan sekadar pemungutan suara untuk memilih ketua. Ia mencakup hak anggota
memperoleh informasi, berpartisipasi dalam penyusunan agenda, memilih dan dipilih, meminta alasan
atas keputusan, serta mengajukan keberatan. Dalam rekrutmen kandidat, partai dapat membagi
kewenangan: cabang mengidentifikasi dan menilai rekam kerja lokal; panel independen memeriksa
integritas dan kompetensi; anggota atau konvensi terbuka memberi masukan; pengurus pusat menjaga
kesesuaian strategis dan kepatuhan hukum. Desain rinci perlu sesuai aturan partai, tetapi alasan dan
kriteria keputusan harus dapat ditelusuri.

Jaringan informal sering berkembang ketika struktur formal tidak memberi ruang yang dapat
diandalkan. Keanggotaan dan organisasi cabang tetap ada, namun keputusan strategis berlangsung
melalui pertemuan terbatas atau komunikasi personal. Hal ini meningkatkan ketidakpastian bagi kader:
mereka mungkin tidak mengetahui apa yang dihargai, siapa yang memiliki hak menentukan, dan kapan
proses dimulai. Ketidakpastian membuat hubungan patron-klien lebih berguna karena kedekatan
personal dapat memberi akses yang tidak diberikan oleh aturan. Dengan kata lain, kelembagaan informal
tumbuh bukan hanya karena pelanggaran aturan, tetapi juga karena prosedur resmi gagal menyediakan
cara yang dipercaya untuk mencapai hasil.

Pelembagaan partai menuntut konsistensi aturan, otonomi organisasi dari kepentingan pribadi,
penerimaan masyarakat, dan keberakaran sosial. Literatur komparatif menempatkan stabilitas prosedur
dan pengakuan partai sebagai organisasi yang memiliki nilai pada dirinya sebagai dimensi penting
pelembagaan (Randall & Svasand, 2002). Studi Indonesia tentang ketahanan partai juga menekankan
pentingnya ideologi, regenerasi, budaya organisasi, dan pemenuhan fungsi partai (Kristiyanto et al.,
2023). Namun, pelembagaan tidak boleh disamakan dengan kelanggengan satu pemimpin. Organisasi
yang bertahan karena satu figur mungkin stabil secara elektoral, tetapi rapuh ketika suksesi tidak
memiliki aturan yang legitimate.

5. Rekrutmen Kandidat dan Persaingan antara Kader dan Figur Instan

Pemilihan calon adalah titik tempat kaderisasi diuji secara konkret. Partai dapat mengundang figur dari
luar untuk memperluas jangkauan, menghadirkan keahlian baru, atau menjangkau kelompok yang
selama ini kurang terwakili. Rekrutmen terbuka bukan masalah selama prosesnya jelas dan tidak
mematikan perkembangan anggota. Persoalan terjadi ketika pintu bagi figur baru dibuka melalui
pengecualian tertutup, sedangkan kader tidak memperoleh peluang yang setara untuk menunjukkan
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kompetensi. Maka, pertanyaan kebijakannya bukan apakah partai boleh merekrut nonkader, melainkan
bagaimana memastikan dua jalur—kaderisasi internal dan rekrutmen eksternal—berjalan dengan
standar yang adil.

Calon yang membawa popularitas, dana, atau jaringan massa dapat dianggap mengurangi risiko
elektoral. Namun, modal elektoral tidak selalu identik dengan kapasitas legislatif atau pemerintahan.
Popularitas mungkin cepat berubah; kekayaan pribadi tidak menjamin integritas; jaringan bisnis dapat
menciptakan konflik kepentingan; dan status keluarga politik bukan ukuran kemampuan. Penilaian
pencalonan perlu memeriksa rekam pelayanan, pemahaman kebijakan, kemampuan bekerja dengan
kelompok berbeda, keterbukaan harta dan kepentingan sesuai hukum, serta kesediaan tunduk pada
disiplin organisasi dan etika publik.

Keputusan pencalonan yang tidak transparan menghasilkan dua jenis kerugian. Pertama, kader yang
layak tersisih dan berhenti berinvestasi dalam organisasi. Kedua, warga tidak dapat mengetahui
mengapa seorang calon dipilih dan tanggung jawab apa yang mengikatnya kepada konstituen. Ketika
hasil seleksi dipersepsikan sebagai transaksi, bahkan calon yang berkualitas pun memulai karier dengan
defisit legitimasi. Partai dapat mengurangi risiko ini dengan mengumumkan tahapan, skor dan bobot
penilaian, daftar pendek, konflik kepentingan panel, alasan pengecualian, dan mekanisme banding,
dengan tetap menjaga data pribadi yang memang harus dilindungi.

Perhatian khusus diperlukan bagi perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, komunitas
minoritas, dan calon dari wilayah yang sumber dayanya terbatas. Kuota formal dapat memperluas
pencalonan, tetapi tidak otomatis menghasilkan kekuasaan substantif jika kandidat tidak mendapat
pelatihan, dukungan finansial, posisi yang kompetitif, akses media, dan perlindungan dari kekerasan
politik. Penelitian Wardani dan Subekti (2021) mengenai perempuan dan dinasti politik pada Pemilu
2019 menunjukkan bagaimana sumber daya keluarga dan jaringan politik dapat memberi keuntungan
elektoral, sementara basis rekrutmen perempuan yang berhasil semakin terkonsentrasi pada petahana
dan keluarga politik. Temuan tersebut mengingatkan bahwa representasi angka perlu dipadukan dengan
pemeriksaan atas siapa yang mengendalikan sumber daya dan proses pencalonan.

6. Kaderisasi, Patronase, dan Sirkulasi Elite

Politik transaksional dapat menghasilkan sirkulasi elite yang semu. Wajah kandidat mungkin berubah,
tetapi akses kepada pencalonan tetap berada pada jaringan yang sama. Kader lokal tanpa sumber daya
eksternal kesulitan naik, sedangkan orang yang memiliki hubungan keluarga, modal bisnis, atau
kedekatan dengan pengurus memperoleh jalan pintas. Dinasti politik sendiri tidak dapat dinilai hanya
dari hubungan kekerabatan; warga tetap berhak mencalonkan diri dan memilih. Masalah kelembagaan
muncul saat hubungan keluarga menjadi pengganti proses terbuka dan keunggulan sumber daya
menghasilkan hambatan sistematis bagi pesaing yang lebih kompeten namun tidak memiliki akses
setara.

Patronase juga membentuk cara kader memahami loyalitas. Bila promosi lebih terkait kepatuhan
personal daripada prestasi organisasi, kader akan belajar mengelola kesetiaan kepada individu, bukan
tanggung jawab terhadap nilai dan konstituen. Kritik kebijakan lalu dianggap pembangkangan. Pada saat
yang sama, pemimpin dapat menafsirkan loyalitas sebagai dukungan tanpa syarat. Hubungan semacam
itu melemahkan kapasitas partai untuk belajar dari kegagalan karena informasi buruk tidak bergerak ke
atas, sedangkan laporan yang menyenangkan pengurus mendapat ganjaran.
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Peremajaan kepemimpinan memerlukan perencanaan suksesi yang disepakati, bukan sekadar
pergantian berdasarkan krisis. Kandidat pemimpin masa depan harus memperoleh pengalaman
bertahap: mengelola cabang, memimpin kampanye, menyusun anggaran, bernegosiasi dalam forum
kebijakan, dan mempertanggungjawabkan hasil. Mentor dapat membantu, tetapi hubungan mentor tidak
boleh menjadi satu-satunya gerbang. Rotasi tugas, masa jabatan, aturan konflik kepentingan, dan proses
evaluasi mencegah organisasi disamakan dengan milik pemimpin tertentu.

Pola transaksional juga mengubah komposisi elite melalui seleksi berdasarkan kemampuan membiayai
diri sendiri. Standar seperti itu secara tidak langsung mendiskriminasi anggota muda, kelompok pekerja,
perempuan yang menghadapi kesenjangan akses modal, serta orang yang bekerja di daerah terpencil.
Jika partai hanya mengandalkan sumber daya pribadi calon, ia mempersempit kolam kepemimpinan dan
memperbesar ketergantungan pada kelompok kaya. Dukungan finansial institusional yang dialokasikan
menurut aturan transparan dapat menjadi cara memperluas kompetisi, asalkan tidak berubah menjadi
subsidi bagi elite yang sama.

7. Konsekuensi bagi Kebijakan Publik dan Pemerintahan

Kandidat yang menanggung beban biaya politik besar dapat menghadapi tekanan untuk mengembalikan
modal setelah terpilih. Pengembalian itu tidak selalu berupa korupsi yang dapat dibuktikan; bisa pula
berupa prioritas akses, pertemuan istimewa, pengadaan yang dirancang menguntungkan jaringan, atau
dukungan terhadap kebijakan yang selaras dengan kepentingan penyandang dana. Mekanisme ini
menciptakan risiko penguasaan kebijakan oleh kepentingan khusus. Transparansi pertemuan, deklarasi
kepentingan, aturan pengadaan, pengawasan legislatif, dan audit independen membantu mengurangi
risiko tersebut.

Jika anggota partai di parlemen berorientasi kepada sponsor atau pengurus yang menentukan karier,
komunikasi dengan konstituen dapat menjadi instrumental. Aspirasi warga ditanggapi terutama ketika
menguntungkan elektabilitas atau jaringan broker. Masalah layanan dasar yang tidak menghasilkan
visibilitas elektoral mungkin diabaikan. Kaderisasi berbasis kerja publik dapat membangun hubungan
berbeda: calon belajar memetakan masalah, menyusun opsi kebijakan, memperkirakan biaya, dan
menjelaskan kompromi kepada warga. Kemampuan ini membuat representasi lebih dari sekadar
mobilisasi dukungan.

Politik transaksional dapat memengaruhi kualitas birokrasi saat pergantian pejabat dipakai untuk
memberi imbalan kepada pendukung. Penempatan berbasis loyalitas mengurangi profesionalisme,
mengganggu kesinambungan program, dan menurunkan kepercayaan aparatur. Ini tidak berarti setiap
koalisi pemerintahan atau penunjukan politik merupakan patronase. Yang perlu dinilai adalah
kompetensi, dasar hukum, prosedur, keterbukaan, konflik kepentingan, serta apakah jabatan karier
birokrasi dilindungi dari tekanan partisan.

Risiko lain menyangkut konsistensi program. Ketika partai tidak memiliki identitas kebijakan yang jelas,
koalisi dapat berubah berdasarkan peluang pembagian kekuasaan, bukan kesepakatan program.
Negosiasi koalisi merupakan bagian demokrasi parlementer maupun presidensial, tetapi legitimasi
publik membutuhkan kesepakatan yang dapat dibaca dan diuji. Partai sebaiknya mempublikasikan
prioritas koalisi, komitmen yang disepakati, batas kompromi, dan mekanisme evaluasi. Pemilih
kemudian dapat membandingkan janji kampanye dengan hasil pemerintahan dan menentukan
pertanggungjawaban pada pemilu berikutnya.
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8. Pemilih, Broker, dan Etika Pertukaran Dukungan

Analisis politik uang kerap menggambarkan pemilih sebagai penerima pasif, padahal warga membuat
keputusan di tengah kondisi ekonomi, norma sosial, informasi, dan persepsi tentang peluang. Dalam
sejumlah konteks, menerima manfaat tidak berarti pemilih menyerahkan pilihannya. Kerahasiaan surat
suara, persaingan banyak kandidat, dan ketidakpercayaan terhadap janji program dapat membuat
penerima memandang uang sebagai kompensasi kecil tanpa komitmen. Karena itu, strategi pembelian
suara tidak selalu efektif secara mekanis, namun tetap merusak kesetaraan kompetisi dan mendorong
kandidat mengalihkan dana dari kerja kebijakan ke mobilisasi transaksi.

Broker menghubungkan kandidat dengan komunitas, tokoh lokal, kelompok profesi, atau jaringan sosial.
Mereka dapat menjalankan fungsi sah sebagai pengorganisasi politik: menyampaikan agenda,
mendengarkan kebutuhan, dan mengoordinasikan partisipasi. Broker menjadi problematis ketika
bertindak sebagai pemegang akses eksklusif terhadap bantuan atau ketika dukungan warga
dipertukarkan dengan manfaat selektif. Peran perantara ini menjelaskan mengapa regulasi yang hanya
menyasar kandidat tidak cukup; dibutuhkan pengawasan terhadap aliran sumber daya, informasi
kampanye, dan praktik distribusi yang menyalahgunakan fasilitas publik.

Etika politik mengharuskan pemisahan antara kewajiban negara dan pemberian pribadi. Bantuan publik
tidak boleh dipresentasikan sebagai kemurahan hati kandidat. Layanan pemerintah harus diberikan
berdasarkan hak dan Kkriteria kebijakan, bukan afiliasi. Pendidikan pemilih akan lebih efektif bila
membekali warga dengan kemampuan memeriksa klaim, menelusuri anggaran, memahami cara
mengadu, dan membandingkan program, bukan hanya menyampaikan larangan moral terhadap
penerima uang. Kewargaan substantif memerlukan alternatif: layanan publik yang andal membuat
warga kurang bergantung pada akses personal.

Partai dapat membangun hubungan dengan pemilih melalui organisasi konstituen yang bekerja
sepanjang masa jabatan. Kantor layanan aspirasi, forum warga berkala, laporan kinerja wakil, dan
konsultasi program memberikan saluran yang lebih stabil daripada kunjungan musiman. Agar tidak
berubah menjadi alat patronase, layanan itu harus memiliki prosedur terbuka, tidak menjanjikan
intervensi pribadi di luar kewenangan, dan mencatat persoalan warga untuk diteruskan kepada lembaga
yang berwenang. Pengorganisasian politik yang demokratis memperkuat kemampuan warga
menyampaikan tuntutan bersama, bukan hanya menegosiasikan bantuan individual.

9. Dampak terhadap Kepercayaan dan Legitimasi Partai

Kepercayaan terhadap partai terbentuk melalui pengalaman berulang. Warga menilai apakah janji
dipenuhi, apakah wakil dapat ditemui, apakah keputusan partai konsisten dengan nilai yang dinyatakan,
dan apakah pelanggaran ditindak. Skandal pendanaan atau pencalonan tertutup bukan hanya
menurunkan citra partai tertentu; ia dapat memperkuat kesan umum bahwa seluruh partai beroperasi
sebagai kartel elite. Persepsi ini mengurangi minat warga untuk menjadi anggota, menghambat
perekrutan relawan, dan membuat partisipasi politik terasa tidak berpengaruh.

Rendahnya kepercayaan berpotensi memberi ruang bagi kepemimpinan personalistik. Ketika warga
tidak percaya organisasi, mereka dapat mencari figur kuat yang mengklaim mampu melampaui partai.
Figur tersebut dapat mengonsentrasikan dukungan melalui komunikasi langsung, tetapi tanpa institusi
yang kuat, suksesi dan pemeriksaan kekuasaan menjadi sulit. Partai yang tertata menyediakan
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mekanisme kolektif untuk menyaring tuntutan, membatasi keputusan sepihak, dan melatih pemimpin
baru. Dengan demikian, pembenahan kaderisasi juga merupakan strategi untuk menahan personalisasi
kekuasaan.

Legitimasi internal sama pentingnya dengan legitimasi elektoral. Kader yang merasa prosedur
pencalonan adil lebih mungkin menerima hasil yang tidak sesuai preferensinya. Sebaliknya, jika proses
dianggap telah diatur, kekalahan mendorong perpecahan, pembelotan, atau pembentukan faksi yang
tidak tunduk pada keputusan bersama. Partai dapat mengelola konflik melalui alasan tertulis,
mekanisme mediasi, banding internal, dan evaluasi setelah pemilu. Ketidaksepakatan yang diakui lebih
mudah dikelola daripada ketidakpuasan yang dilarang muncul ke permukaan.

Kepercayaan tidak pulih hanya melalui kampanye citra. Pemilih membandingkan pernyataan dengan
pengalaman layanan dan transparansi. Publikasi laporan keuangan yang dapat dipahami, agenda
pendidikan kader, profil kandidat, proses sanksi etik, serta kemajuan atas rekomendasi audit memberi
bukti yang dapat diperiksa. Akuntabilitas bukan sekadar pengumuman data, melainkan kewajiban
menjawab pertanyaan dan memperbaiki keputusan ketika ditemukan kekurangan.

10. Hukum dan Batas Kemampuan Regulasi

Undang-Undang Partai Politik di Indonesia menempatkan pendidikan politik, penyerapan dan
penghimpunan aspirasi, partisipasi politik, serta rekrutmen politik sebagai fungsi partai. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengubah kerangka sebelumnya dan mengatur antara lain keuangan
partai, pendidikan politik, serta rekrutmen yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Ketentuan hukum memberikan dasar normatif bagi reformasi, tetapi pelaksanaan bergantung pada
peraturan internal, kapasitas pengawasan, akses publik terhadap informasi, dan konsekuensi yang
benar-benar diterapkan.

Pengaturan pembiayaan partai dan dana kampanye beroperasi melalui beberapa perangkat hukum,
termasuk Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu beserta peraturan pelaksana.
Regulasi menetapkan sumber dana, batas sumbangan, pelaporan, dan audit sesuai kewenangan lembaga
terkait. Tantangannya adalah memastikan pelaporan mencerminkan arus dana nyata dan dilakukan
dengan format yang dapat dianalisis. Audit kepatuhan formal belum tentu mengungkap pembiayaan
informal atau hubungan kepentingan yang muncul sesudah pemilu; karena itu transparansi perlu
dikaitkan dengan pemeriksaan berbasis risiko dan keterbukaan data yang konsisten.

Hukum juga memiliki batas. Larangan politik uang tidak menghilangkan penyebab struktural seperti
ongkos kampanye tinggi, kemiskinan, ketergantungan pada broker, atau ketidakpercayaan pada
program. Sanksi yang diterapkan selektif dapat dipakai sebagai alat persaingan. Penegakan perlu
menjamin prosedur yang adil, standar bukti yang jelas, dan independensi. Pada saat sama, reformasi
positif—pendanaan yang cukup dan bersyarat, proses seleksi terbuka, serta pendidikan politik—
membangun alternatif institusional sehingga pelaku tidak hanya dihadapkan pada larangan.

Pengawasan internal partai harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti, pengawasan negara. Kode
etik dapat mencakup penerimaan sumbangan, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas publik,
perlindungan pelapor, integritas data keanggotaan, dan perilaku kandidat. Sanksi harus proporsional
dan konsisten: teguran, kewajiban koreksi, penangguhan hak, atau pemberhentian sesuai tingkat

10



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Politik Transaksional dan Krisis Kaderisasi Partai di Indonesia | IBM-ASMI 2026

pelanggaran serta aturan hukum. Mekanisme pengaduan yang rahasia dan bebas pembalasan membantu
organisasi memperoleh informasi sebelum masalah meluas.

11. Perbandingan dan Pelajaran Kelembagaan

Perbandingan internasional menunjukkan tidak ada satu model partai yang dapat ditransplantasikan
tanpa adaptasi. Partai massa tradisional membangun keanggotaan dan identitas ideologis yang kuat,
namun dapat menjadi tertutup dan birokratis. Partai elektoral modern mampu bergerak cepat dan
menjangkau pemilih luas, tetapi berisiko bergantung pada konsultan, media, dan pemimpin. Partai kader
menekankan seleksi anggota dan disiplin, tetapi bisa membatasi keterbukaan sosial. Indonesia perlu
menggabungkan kekuatan organisasi akar rumput, keterbukaan rekrutmen, disiplin etis, dan
responsivitas terhadap isu kontemporer.

Pelajaran penting dari pengalaman demokrasi lain adalah bahwa dana publik dapat membantu
menyeimbangkan kompetisi, tetapi tidak otomatis mencegah korupsi atau menghidupkan partisipasi.
Subsidi harus dihubungkan dengan bukti kegiatan pendidikan politik, laporan keuangan terverifikasi,
keterwakilan yang bermakna, dan kepatuhan pada prosedur demokratis. Jika penyaluran hanya
didasarkan pada suara pemilu, ia dapat memperkuat partai besar dan membuat pesaing baru sulit
berkembang. Jika persyaratannya terlalu rumit, organisasi daerah dengan kapasitas administrasi rendah
akan makin tertinggal. Desain harus memberi insentif sekaligus menyediakan dukungan teknis.

Pemilihan kandidat terbuka juga memerlukan pagar pengaman. Konvensi publik dapat meningkatkan
legitimasi dan menarik pemilih baru, tetapi biaya kampanye internal yang tinggi berpotensi
menguntungkan kandidat kaya. Panel seleksi dapat menjaga konsistensi, tetapi rawan menjadi elite
tertutup. Pemungutan suara anggota memperkuat partisipasi, namun kualitas hasil bergantung pada
daftar anggota yang valid, perlindungan dari intimidasi, dan informasi yang seimbang. Oleh sebab itu,
mekanisme yang paling tepat mungkin berupa kombinasi tahap dengan pembagian kewenangan dan
transparansi, bukan satu prosedur tunggal yang dipandang ajaib.

Pelembagaan membutuhkan keseimbangan antara kompetisi dan stabilitas. Terlalu banyak kontestasi
tanpa aturan dapat memecah partai; stabilitas yang dipaksakan dapat membungkam kritik. Cara yang
lebih sehat ialah menetapkan arena dan jadwal yang jelas untuk kompetisi, melindungi minoritas
internal, dan mengikat pemenang maupun pesaing pada keputusan yang diambil secara sah. Pengalaman
politik Indonesia yang beragam di tingkat lokal dan nasional perlu dibaca komparatif agar reformasi
tidak berangkat dari stereotip bahwa semua daerah atau semua partai memiliki kapasitas dan hambatan
yang sama.

12. Prinsip Reformasi Kaderisasi

Prinsip pertama adalah keterbukaan standar. Partai perlu memublikasikan kompetensi yang diharapkan
bagi jabatan organisasi dan kandidat publik, jalur pelatihan, masa pengalaman, dan cara penilaian.
Standar dapat berbeda untuk anggota legislatif, kepala daerah, pengurus, atau juru bicara karena
tuntutan kerjanya tidak sama. Keterbukaan mengurangi ruang untuk mengubah kriteria setelah calon
diketahui, sekaligus membantu anggota merencanakan pengembangan diri.

Prinsip kedua ialah akses yang setara. Kesetaraan bukan hasil otomatis dari formulir pendaftaran yang
sama. Anggota di daerah dengan sumber daya rendah mungkin memerlukan pelatihan jarak jauh,
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bantuan biaya perjalanan, mentor, atau akses ke bahan kebijakan. Perempuan dan kelompok yang
menghadapi hambatan struktural memerlukan perlindungan dari pelecehan dan dukungan jaringan.
Program afirmatif perlu dirancang agar memperbesar kapasitas serta peluang nyata, bukan hanya
memenuhi angka pencalonan.

Prinsip ketiga ialah pembelajaran berbasis tugas. Pendidikan kader yang efektif menghubungkan teori
dengan praktik: menyusun analisis masalah, membaca anggaran, berkomunikasi dengan warga,
menyelenggarakan forum, menyusun rancangan kebijakan, mengelola konflik, dan mengevaluasi hasil.
Portofolio kerja memberi bukti kompetensi yang lebih substantif daripada kehadiran seminar. Evaluasi
perlu mencakup kontribusi tim dan dampak pelayanan, agar kader tidak didorong mengejar indikator
individual yang mudah dipamerkan.

Prinsip keempat adalah umpan balik dan akuntabilitas. Setiap promosi sebaiknya disertai alasan yang
dapat dipahami, sementara kandidat diberi kesempatan menanggapi penilaian. Panel seleksi wajib
mendeklarasikan konflik kepentingan dan menyimpan dokumentasi keputusan. Peninjauan independen
internal dapat memeriksa konsistensi penerapan aturan. Praktik tersebut membuat keputusan mungkin
tetap diperdebatkan, tetapi tidak menjadi misteri yang mendorong transaksi di belakang layar.

13. Pembiayaan Partai dan Kampanye yang Bertanggung Jawab

Reformasi kaderisasi akan gagal bila kebutuhan organisasi tetap bergantung pada kandidat dan
penyumbang informal. Partai memerlukan pendanaan yang cukup untuk pendidikan, riset kebijakan,
organisasi cabang, advokasi, dan kampanye. Sumber pendanaan yang sehat memadukan iuran anggota
yang realistis, sumbangan yang sah dan tercatat, kegiatan penggalangan dana yang transparan, serta
subsidi publik yang diawasi. Tiap sumber memiliki risiko: iuran dapat menjadi simbol tanpa kontribusi
luas; donasi besar dapat menciptakan pengaruh tidak seimbang; subsidi negara dapat mengurangi
inisiatif anggota bila tanpa syarat kinerja.

Pendanaan publik sebaiknya dirancang sebagai investasi pada fungsi demokratis, bukan hadiah bagi
elite. Sebagian alokasi dapat dikaitkan dengan suara atau representasi agar stabilitas terjaga, sementara
bagian lain diberikan berdasarkan pemenuhan standar laporan, pendidikan politik, dan kegiatan
organisasi yang dapat diverifikasi. Formula tersebut harus dipublikasikan dan diaudit. Partai kecil perlu
memperoleh panduan administrasi dan masa transisi agar kepatuhan tidak menjadi hak istimewa bagi
organisasi yang sudah mapan.

Pelaporan keuangan harus mengungkap identitas penyumbang sesuai hukum, nilai serta waktu
sumbangan, pengeluaran utama, utang kampanye, kontribusi natura, dan hubungan kepentingan yang
relevan. Format digital terbuka akan memungkinkan auditor, jurnalis, akademisi, dan warga
membandingkan pola antartahun. Data yang dipublikasikan harus mematuhi perlindungan informasi
pribadi dan standar keamanan, namun prinsip minimisasi data tidak boleh dipakai untuk
menyembunyikan relasi yang berpengaruh pada keputusan publik.

Pengelolaan keuangan yang baik memisahkan rekening, kewenangan persetujuan, pencatatan,
pengadaan, dan audit. Kandidat menerima dukungan kampanye menurut aturan yang sama dan
bertanggung jawab atas penggunaan dana. Pengeluaran untuk kegiatan konstituen harus dibedakan dari
bantuan pribadi dan penggunaan sumber daya negara. Pengendalian internal yang sederhana namun
konsisten lebih berguna daripada perangkat lunak mahal yang tidak dipakai. Keberhasilan reformasi

12



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Politik Transaksional dan Krisis Kaderisasi Partai di Indonesia | IBM-ASMI 2026

dapat dinilai dari ketepatan laporan, temuan audit yang ditindaklanjuti, serta menurunnya konsentrasi
pembiayaan pada sejumlah kecil donor.

14. Transformasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan

Aturan tidak akan cukup bila budaya organisasi memuliakan kedekatan personal dan memandang
kepatuhan sebagai satu-satunya tanda loyalitas. Pemimpin partai perlu memberi contoh melalui
keterbukaan keputusan, kesediaan menerima kritik, dan penegakan aturan terhadap orang dekatnya.
Budaya baru terbentuk dari rutinitas: rapat dengan notulen, konsultasi sebelum keputusan, laporan
penggunaan dana, evaluasi setelah kampanye, dan ruang aman bagi perbedaan pendapat. Simbol dan
pidato hanya berpengaruh jika didukung kebiasaan organisasi.

Kepemimpinan kolektif dapat menurunkan Kketergantungan pada satu figur tanpa mengaburkan
tanggung jawab. Pembagian mandat kepada bidang kebijakan, kaderisasi, keuangan, komunikasi, dan
etika perlu disertai ukuran hasil dan koordinasi. Masa jabatan dan suksesi yang dapat diperkirakan
menjaga kontinuitas, sementara rotasi memberi kesempatan bagi pemimpin baru. Pemimpin senior
berperan sebagai mentor dan penjaga memori, bukan sebagai pemegang veto permanen atas semua
keputusan.

Penggunaan teknologi dapat membantu memetakan anggota, merekam pelatihan, mengelola masukan,
dan membuka dokumen. Akan tetapi, platform digital bukan pengganti partisipasi. Data anggota berisiko
disalahgunakan untuk mengawasi faksi atau mengarahkan kampanye secara manipulatif. Karena itu, tata
kelola digital memerlukan persetujuan yang jelas, akses berbasis peran, keamanan informasi, audit
perubahan data, dan hak anggota memperbarui atau memperbaiki catatan. Keputusan pencalonan tidak
layak diserahkan kepada algoritma yang kriterianya tidak dapat dijelaskan.

Organisasi juga perlu mengembangkan profesionalisme tanpa menyingkirkan relawan dan anggota. Staf
riset, pengelola data, dan administrator dapat meningkatkan kapasitas kebijakan, tetapi mereka harus
bekerja bersama kader dan masyarakat. Anggaran operasional hendaknya menyediakan sumber daya
untuk kerja substantif, bukan hanya komunikasi elektoral. Evaluasi budaya dapat memakai wawancara
anggota, survei kepercayaan internal, data retensi, partisipasi kegiatan, serta pemeriksaan apakah
anggota berani menyampaikan pandangan yang berbeda.

15. Peta Jalan Perubahan: Dari Diagnosis ke Pelaksanaan

Tahap awal reformasi ialah diagnosis organisasi. Partai dapat memetakan alur rekrutmen sejak anggota
bergabung hingga menduduki jabatan publik, mengidentifikasi titik keputusan dan pihak yang memiliki
kewenangan, serta menilai biaya setiap tahap. Audit proses perlu mengumpulkan pengalaman kader
perempuan dan laki-laki, anggota muda, cabang di wilayah terpencil, calon terpilih, staf, dan pemilih.
Tujuannya bukan menghasilkan daftar kesalahan abstrak, melainkan memperlihatkan hambatan spesifik
yang dapat diperbaiki.

Tahap kedua menetapkan standar minimum dan uji coba. Partai dapat memulai dengan satu atau dua
posisi atau wilayah: mengumumkan kriteria calon, membuka pendaftaran, melatih panel, mencatat
alasan keputusan, dan memberi mekanisme banding. Uji coba mengungkap kebutuhan data dan potensi
manipulasi sebelum prosedur diterapkan luas. Evaluasi dilakukan setelah proses selesai dengan
melibatkan anggota yang tidak terpilih, bukan hanya pemenang atau pengurus.
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Tahap ketiga membangun sistem pengembangan. Setiap anggota yang berminat menjalankan peran
politik menyusun rencana pembelajaran dan portofolio kontribusi. Modul dapat mencakup konstitusi,
sistem pemerintahan, etika, analisis kebijakan, komunikasi publik, pengelolaan kampanye, anti-korupsi,
dan Kkerja lintas kelompok. Mentor membantu memberi umpan balik, sementara promosi tetap
diputuskan melalui prosedur yang terbuka. Jalur ini menghubungkan pendidikan dengan kesempatan
praktis seperti memimpin forum atau menyusun usulan kebijakan.

Tahap keempat menyelaraskan pendanaan dan akuntabilitas. Anggaran kaderisasi dan organisasi
cabang harus memiliki pos tersendiri, rencana kerja, bukti kegiatan, dan audit. Sumbangan yang
memenuhi hukum diumumkan melalui format yang mudah dibaca. Setelah pemilu, partai dan kandidat
memublikasikan evaluasi dana serta hasil kerja. Dengan cara ini, pembenahan tidak bergantung pada
proyek pelatihan sesaat, tetapi masuk ke siklus anggaran dan pertanggungjawaban tahunan.

16. Indikator untuk Menilai Kemajuan

Indikator kaderisasi perlu membedakan input, proses, keluaran, dan dampak. Input mencakup anggaran,
jumlah pelatih, dan ketersediaan modul. Proses mencakup keterbukaan pendaftaran, penyelesaian
pelatihan, partisipasi cabang, kelengkapan penilaian, dan penyelesaian banding. Keluaran dapat berupa
jumlah kader yang memperoleh tugas, keragaman kandidat, dan proporsi kandidat yang melewati jalur
pengembangan. Dampak lebih sulit diukur: kualitas kerja wakil, kesinambungan organisasi, kepercayaan
anggota, respons terhadap aspirasi, dan integritas pendanaan.

Pengukuran angka memerlukan interpretasi. Banyaknya peserta pelatihan tidak membuktikan bahwa
kaderisasi berkualitas; tingginya proporsi kader internal belum tentu menandakan seleksi adil. Partai
juga perlu mengukur pengalaman peserta: apakah kriteria dipahami, adakah biaya tersembunyi, apakah
perempuan memperoleh dukungan sama, apakah anggota berani mengkritik, dan apakah hasil evaluasi
digunakan untuk perubahan. Metode survei, wawancara, audit dokumen, dan pelacakan karier kandidat
dapat saling melengkapi.

Indikator keuangan dapat mencakup konsentrasi sumber pendanaan, kelengkapan laporan, proporsi
transaksi yang terdokumentasi, ketepatan audit, respons terhadap rekomendasi, dan keterbukaan utang.
Analisis perlu dilakukan lintas waktu agar dapat membedakan kepatuhan sekali jalan dari perbaikan
sistemik. Informasi dapat diringkas dalam laporan tahunan dengan metodologi jelas, sehingga anggota
dan publik mengetahui apa yang dihitung serta apa yang belum dapat dipastikan.

Indikator tidak boleh menjadi target sempit yang mendorong manipulasi. Jika cabang dinilai hanya dari
jumlah anggota, pendaftaran fiktif dapat meningkat. Jika kader dinilai dari jumlah kegiatan, acara
simbolik akan diperbanyak. Karena itu, indikator kuantitatif perlu dipadukan dengan pemeriksaan
sampel, kualitas keluaran, dan umpan balik penerima manfaat. Ukuran kinerja yang baik membantu
belajar; ukuran yang buruk menggantikan tujuan organisasi dengan upaya memenuhi angka.

17. Agenda bagi Negara, Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi

Negara perlu menjaga kompetisi yang adil sambil memperkuat kapasitas partai. Regulasi pembiayaan
harus sederhana, transparan, dan dapat ditegakkan secara merata. Bantuan keuangan publik dapat
diperluas secara bertahap dengan persyaratan audit dan fungsi demokratis. Lembaga pengawas
memerlukan sumber daya, keahlian investigasi, dan akses data yang sesuai hukum. Penegakan tidak
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boleh berubah menjadi intervensi pemerintah terhadap oposisi; independensi dan mekanisme
keberatan harus menjadi bagian desain.

Masyarakat sipil dapat membantu memantau pencalonan, kampanye, konflik kepentingan, dan
keterwakilan melalui metode yang terbuka. Pengawasan harus menjelaskan perbedaan antara dugaan,
indikasi, dan temuan yang telah dibuktikan agar tidak menuduh secara serampangan. Organisasi
pemantau juga dapat menyediakan pendidikan pemilih dan pelatihan integritas bagi kader lintas partai.
Keterlibatan lintas partai berguna ketika menyepakati standar minimum bersama, misalnya
pengungkapan sumber dana atau perlindungan terhadap kekerasan politik.

Media berperan mengalihkan perhatian dari sensasi kandidat menuju proses organisasi. Peliputan dapat
memeriksa siapa yang menentukan daftar calon, bagaimana pendanaan dilaporkan, apakah janji
kebijakan memiliki pembiayaan, dan apa rekam kerja wakil. Jurnalisme data dapat membandingkan
dokumen keuangan dan keputusan publik, sedangkan kode etik menjaga akurasi serta hak jawab.
Liputan yang berfokus pada konflik elite tanpa menelusuri mekanisme justru dapat memperkuat politik
personalistik.

Perguruan tinggi dapat memperluas pendidikan politik yang berbasis bukti, mengembangkan studi
komparatif partai daerah, serta mengevaluasi program kaderisasi bersama organisasi politik dengan
tetap menjaga independensi akademik. Kurikulum manajemen publik dan politik dapat mengajarkan
etika pendanaan, desain organisasi demokratis, analisis konflik kepentingan, dan komunikasi kebijakan.
Penelitian longitudinal diperlukan untuk menguji apakah perubahan prosedur benar-benar
meningkatkan jalur karier kader atau hanya mengganti bentuk transaksi.

18. Desentralisasi, Pilkada, dan Variasi Lokal

Desentralisasi membawa arena kompetisi politik lebih dekat kepada masyarakat, tetapi juga
memperbanyak titik tempat transaksi dan kaderisasi berlangsung. Di tingkat lokal, calon kepala daerah
perlu membangun koalisi lintas partai, mengelola jaringan sosial yang beragam, dan bersaing dengan
petahana yang memiliki visibilitas serta akses organisasi. Keragaman kondisi ekonomi, geografis, dan
sosial antardaerah membuat biaya politik tidak seragam. Karena itu, resep kaderisasi nasional perlu
memberi ruang adaptasi bagi cabang, sambil mempertahankan standar minimum mengenai
transparansi, hak anggota, dan pertanggungjawaban.

Hubungan antara partai pusat dan cabang daerah sering memuat dua sumber legitimasi. Cabang
mengklaim mengenal aspirasi lokal dan menanggung beban organisasi di lapangan; pengurus pusat
menjaga konsistensi strategi serta mengelola hubungan koalisi nasional. Ketegangan muncul ketika
keputusan calon daerah diambil jauh dari basis tanpa konsultasi yang bermakna, atau ketika cabang
menggunakan pengaruhnya tanpa standar akuntabilitas. Prosedur berlapis dapat menyatukan kedua
perspektif: penjaringan lokal, pemeriksaan kelayakan, konsultasi anggota, kemudian keputusan akhir
dengan alasan yang diumumkan.

Pilkada juga memperlihatkan bahwa kemampuan memenangkan suara tidak selalu berkorelasi dengan
kekuatan organisasi. Calon dapat membangun koalisi luas untuk kebutuhan satu kontestasi, tetapi koalisi
itu belum tentu menjadi basis programatik yang bertahan setelah pemungutan suara. Partai perlu
membedakan dukungan sementara dari kemitraan kebijakan. Kesepakatan koalisi hendaknya memuat
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prioritas pembangunan daerah, indikator hasil, pembagian akuntabilitas, dan cara menyelesaikan
perbedaan, bukan hanya posisi dalam pemerintahan.

Penelitian lokal sebaiknya menelusuri variasi, bukan hanya menyoroti kasus paling mencolok. Daerah
dengan organisasi cabang yang aktif, asosiasi masyarakat yang kuat, dan media lokal independen
mungkin menawarkan jalur rekrutmen yang lebih terbuka. Sebaliknya, dominasi ekonomi oleh sedikit
kelompok atau biaya geografis yang tinggi dapat membuat ketergantungan pada sponsor lebih besar.
Membandingkan kondisi tersebut membantu menjelaskan kapan institusi formal mampu membatasi
patronase dan kapan jaringan informal mengisi kekosongan organisasi.

19. Media Digital, Kampanye, dan Perantara Baru

Kampanye digital menurunkan sebagian biaya distribusi pesan, tetapi tidak menghapus ketimpangan
sumber daya. Kandidat dengan dana besar dapat membeli jangkauan, produksi konten, konsultan, dan
data pemilih, sedangkan kader dengan reputasi lokal mungkin kurang terlihat di ruang digital. Algoritma
platform cenderung memberi keuntungan kepada materi yang memicu perhatian, bukan selalu kepada
uraian kebijakan. Dengan demikian, popularitas daring menjadi bentuk modal elektoral baru yang dapat
dipertukarkan dengan posisi pencalonan, walaupun tidak identik dengan dukungan pemilih yang stabil.

Ruang digital juga dapat memperluas partisipasi kader. Forum daring memungkinkan anggota daerah
terpencil mengikuti pendidikan dan menyampaikan masukan; repositori terbuka dapat menyimpan
modul kebijakan; sistem konsultasi dapat menghimpun tanggapan mengenai rancangan program.
Manfaat itu bergantung pada akses yang setara, moderasi yang adil, dan bukti bahwa masukan mengubah
keputusan. Jika komunikasi hanya berjalan satu arah dari pimpinan, teknologi mempercepat distribusi
instruksi tetapi tidak memperdalam demokrasi internal.

Penggunaan data pemilih menimbulkan persoalan etika dan perlindungan privasi. Partai dapat
menganalisis isu yang penting bagi komunitas, tetapi penargetan mikro yang opak dapat
mengeksploitasi kerentanan, mengirim janji yang berbeda kepada kelompok berbeda, atau
menyebarkan klaim tanpa akuntabilitas. Kebijakan internal perlu mengatur sumber data, persetujuan,
retensi, pembagian akses, koreksi informasi, dan pelaporan iklan politik. Keputusan penting seperti
seleksi kader atau penilaian loyalitas tidak patut didasarkan pada profil digital yang tidak dapat
diperiksa.

Broker politik tidak lenyap di era digital; sebagian perannya berpindah kepada pengelola grup, pembuat
konten, konsultan, dan tokoh daring. Mereka tetap menghubungkan kandidat dengan komunitas, hanya
saja transaksi dapat disamarkan sebagai promosi organik. Transparansi sponsor konten, pelabelan iklan,
arsip materi kampanye, dan audit pengeluaran digital membantu publik menilai siapa yang membayar
dan pesan apa yang disebarkan. Literasi media perlu menjadi bagian pendidikan kader agar anggota
mampu membedakan komunikasi persuasif dari manipulasi informasi.

20. Generasi Muda dan Pembaruan Jalur Masuk Politik

Kaum muda sering dipandang sebagai sasaran mobilisasi dan bukan sebagai pembuat keputusan. Mereka
dapat diberi peran sebagai relawan, pengelola media sosial, atau peserta kegiatan, tetapi tidak selalu
memperoleh suara dalam penentuan agenda dan pencalonan. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa
angka keterlibatan dalam kampanye tidak cukup untuk membuktikan regenerasi. Partai perlu
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menyediakan jalur yang menghubungkan kerja sukarela dengan pengalaman organisasi, akses ke proses
kebijakan, dan tanggung jawab kepemimpinan yang nyata.

Perubahan pola kerja dan komunikasi generasi muda menuntut pembaruan cara partai berorganisasi.
Keanggotaan tidak harus berarti menghadiri rapat rutin yang panjang; kontribusi dapat berupa riset,
advokasi isu, pengembangan layanan digital, kerja komunitas, atau pengawasan anggaran. Fleksibilitas
jadwal dan pilihan tugas dapat memperluas partisipasi mahasiswa, pekerja, dan warga dengan tanggung
jawab keluarga. Namun, bentuk partisipasi baru tetap memerlukan hak, perlindungan, pengakuan atas
kontribusi, dan jalur untuk ikut menentukan kebijakan.

Kader muda sering menghadapi hambatan biaya, akses jejaring, dan budaya senioritas. Skema beasiswa
politik, magang di fraksi atau kantor partai, program kepemimpinan daerah, dan dana kecil untuk proyek
komunitas dapat mengatasi sebagian hambatan. Seleksi peserta harus diumumkan dan diperiksa,
sementara pengalaman program tidak boleh menjadi sertifikat otomatis untuk pencalonan. Tujuannya
adalah memperluas kolam talenta dan memberi bukti kompetensi melalui kerja, bukan menciptakan
lingkaran baru yang tertutup.

Pembaruan generasi memerlukan dialog antargenerasi yang dua arah. Pemimpin senior membawa
pengalaman sejarah, jaringan, dan pengetahuan institusional; anggota muda membawa isu baru,
keterampilan digital, dan perspektif tentang perubahan sosial. Mekanisme mentoring akan efektif bila
peserta muda mendapat akses kepada keputusan, sementara mentor tidak mengendalikan karier
mereka secara sepihak. Evaluasi program perlu melihat retensi, kemajuan peserta, keberagaman daerah
dan kelas sosial, serta sejauh mana rekomendasi mereka masuk ke agenda partai.

21. Integritas, Etika, dan Perlindungan Pelapor

Etika partai perlu menjadi sistem operasional yang memberi panduan sebelum krisis, bukan hanya
mekanisme penghukuman setelah skandal. Kode etik sebaiknya menjelaskan larangan menerima
manfaat yang tidak sah, pengelolaan konflik kepentingan, pemisahan sumber daya partai dan negara,
perilaku terhadap konstituen, serta kewajiban mengungkapkan hubungan finansial yang relevan. Contoh
kasus dan simulasi dilema membantu kader memahami penerapan prinsip dalam situasi nyata, misalnya
saat menerima undangan penyandang dana atau mengelola bantuan warga.

Kanal pelaporan harus dapat digunakan oleh anggota di semua tingkat organisasi. Pelapor memerlukan
kerahasiaan yang memadai, perlindungan dari pembalasan, dan informasi tentang tindak lanjut.
Penanganan aduan perlu memisahkan penyelidikan dari pihak yang dituduh atau berkepentingan,
menetapkan tenggat, menjaga bukti, dan memberi hak jawab. Tanpa perlindungan, anggota yang
mengetahui transaksi tidak wajar mungkin memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan,
pencalonan, atau keselamatan.

Sanksi yang konsisten memperkuat kredibilitas aturan. Jika pelanggaran kecil dihukum keras sementara
pelanggaran besar oleh tokoh berpengaruh diabaikan, anggota belajar bahwa aturan adalah alat politik.
Karena itu, keputusan disiplin perlu menyebut dasar aturan, bukti, tingkat pelanggaran, sanksi, serta
kemungkinan banding. Publikasi dapat disesuaikan dengan perlindungan korban dan proses hukum,
tetapi alasan institusional tidak boleh sepenuhnya disembunyikan.

Pencegahan korupsi juga memerlukan pengendalian pada titik rawan: pengadaan kampanye, perjalanan,
penggunaan fasilitas pemerintahan, pemberian bantuan, dan penerimaan donasi. Pemisahan fungsi,
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pencatatan elektronik, persetujuan berjenjang, pemeriksaan acak, serta audit setelah kegiatan
mengurangi peluang penyalahgunaan. Sistem ini harus sederhana agar cabang kecil dapat
melaksanakannya. Dukungan teknis dan pelatihan keuangan merupakan bagian dari pengawasan yang
efektif, bukan keringanan terhadap akuntabilitas.

22. Merancang Ulang Hubungan antara Anggota dan Partai

Keanggotaan yang bermakna memerlukan hak dan kewajiban yang jelas. Anggota sebaiknya memahami
cara mendaftar, berpartisipasi, memperoleh pendidikan, mengusulkan agenda, memilih pengurus, dan
mengajukan keberatan. Organisasi juga perlu menjelaskan kewajiban iuran atau kontribusi dalam
bentuk lain, standar perilaku, serta perlindungan data. Kejelasan itu memperkuat rasa memiliki dan
membatasi penggunaan daftar anggota hanya sebagai angka administratif menjelang pemilu.

Partai dapat memperkuat keterhubungan dengan anggota melalui musyawarah kebijakan sebelum
menyusun manifesto dan anggaran daerah. Proses konsultasi hendaknya memiliki pertanyaan khusus
dan tenggat yang jelas, kemudian menerbitkan ringkasan tentang usulan yang diterima, ditolak, atau
perlu dikaji lebih lanjut. Tanpa umpan balik, konsultasi menjadi seremoni yang menghabiskan waktu
anggota tanpa mengubah prioritas. Respons yang jujur terhadap usulan yang tidak diadopsi justru dapat
meningkatkan kepercayaan.

Organisasi konstituen perlu bekerja secara konsisten di antara pemilu. Cabang dapat menyusun peta isu
warga, memantau layanan, menyelenggarakan diskusi publik, dan menghubungkan kelompok
masyarakat dengan wakilnya. Kegiatan itu sebaiknya tidak bergantung pada pemberian bantuan
langsung yang menciptakan hubungan ketergantungan. Peran partai adalah memfasilitasi agregasi
aspirasi dan memperjuangkan kebijakan yang menyelesaikan masalah bersama, dengan tetap
menghormati batas kewenangan lembaga publik.

Hubungan yang lebih sehat antara anggota dan partai mengubah ukuran keberhasilan organisasi.
Pertumbuhan jumlah anggota tetap berguna, tetapi perlu dibaca bersama tingkat partisipasi, retensi,
keberagaman, kualitas diskusi, dan kepercayaan terhadap proses internal. Kader tidak semata menjadi
tenaga kampanye yang dimobilisasi sewaktu-waktu; mereka merupakan sumber gagasan dan pengawas
organisasi. Pengakuan itu mendorong anggota menyumbangkan waktu dan keahlian tanpa harus
bergantung pada janji jabatan.

23. Strategi Koalisi dan Tanggung Jawab Programatik

Koalisi merupakan instrumen yang diperlukan untuk membangun pemerintahan dalam sistem
multipartai. Negosiasi koalisi menjadi transaksional dalam pengertian yang bermasalah bila
pertukarannya berpusat pada pembagian jabatan atau konsesi yang tidak dijelaskan kepada publik dan
tidak disertai mandat kebijakan. Kesepakatan programatik dapat memberi dasar evaluasi: warga
mengetahui prioritas bersama, kompromi yang diterima, indikator keberhasilan, dan konsekuensi bila
mitra tidak memenuhi komitmen.

Partai yang memiliki kader terlatih dapat bernegosiasi berdasarkan substansi, bukan hanya posisi. Kader
yang memahami sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau ekonomi daerah mampu menilai
konsekuensi rancangan koalisi dan mengomunikasikan kompromi. Keahlian kebijakan juga mengurangi

18



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Politik Transaksional dan Krisis Kaderisasi Partai di Indonesia | IBM-ASMI 2026

ketergantungan pada penyandang dana sebagai satu-satunya sumber informasi. Karena itu,
pengembangan kader spesialis kebijakan melengkapi kaderisasi kepemimpinan umum.

Perjanjian koalisi perlu menjelaskan bagaimana konflik diselesaikan dan bagaimana perubahan
kebijakan diumumkan. Dokumen tersebut tidak harus menghapus ruang adaptasi, sebab keadaan dapat
berubah. Namun revisi yang substansial sebaiknya dicatat dan dikomunikasikan. Mekanisme ini
memungkinkan publik membedakan kompromi yang sah dari perpindahan dukungan yang hanya
mengikuti peluang kekuasaan.

Akuntabilitas koalisi memerlukan pelaporan setelah pemerintahan terbentuk. Partai dapat menerbitkan
evaluasi berkala mengenai target bersama, penggunaan anggaran, dan alasan keterlambatan. Anggota
serta masyarakat sipil dapat memberi tanggapan sebelum agenda diperbarui. Praktik ini memperkuat
legitimasi koalisi dan membuat dukungan elektoral lebih terkait dengan kinerja kebijakan daripada
pembagian akses personal.

24. Ekonomi Politik Reformasi dan Hambatan Pelaksanaannya

Reformasi prosedur akan menemui pihak yang diuntungkan oleh aturan lama. Mereka mungkin
kehilangan kendali atas pencalonan, distribusi dana, atau akses informasi. Karena itu, perubahan yang
hanya mengandalkan seruan moral dari pimpinan akan rapuh. Strategi transisi perlu menunjukkan
manfaat bagi organisasi secara keseluruhan, menyediakan ruang adaptasi, dan membangun koalisi
internal dari cabang, kader muda, anggota terpilih, serta kelompok kebijakan yang menginginkan
legitimasi lebih kuat.

Perubahan bertahap dapat mengurangi ketidakpastian. Partai dapat memulai dengan mengumumkan
daftar calon dan alasan seleksi, kemudian memperkenalkan panel beragam, mekanisme banding, dan
pelaporan keuangan terbuka. Setiap langkah dievaluasi sebelum diperluas. Namun tahapan tidak boleh
menjadi alasan untuk menunda tanpa batas; target waktu, penanggung jawab, dan bukti kemajuan harus
diumumkan. Reformasi memerlukan komitmen yang dapat dipantau.

Insentif eksternal dapat mempercepat perubahan, misalnya akses pada dukungan publik, penilaian tata
kelola, atau pengakuan dari pemilih. Insentif harus menghindari pemeringkatan yang hanya
menguntungkan partai dengan sumber administrasi besar. Pendampingan teknis, format pelaporan
standar, dan akses kepada pelatihan membantu organisasi kecil memenuhi kewajiban. Pengawasan yang
tidak disertai dukungan kapasitas berisiko memperlebar kesenjangan antarpihak.

Ukuran keberhasilan awal bukan hilangnya semua transaksi, yang tidak realistis untuk dijanjikan,
melainkan berkurangnya keputusan tanpa alasan, meningkatnya keterlacakan dana, makin banyak
kader yang memperoleh kesempatan kompetitif, dan bertambahnya kasus konflik kepentingan yang
ditangani. Reformasi juga perlu diuji saat pemilu dan suksesi kepemimpinan karena tekanan tinggi sering
mengembalikan organisasi pada kebiasaan lama. Ketahanan aturan diuji justru ketika ada kepentingan
kuat yang dipertaruhkan.

25. Pendidikan Politik Warga dan Ketahanan Demokrasi

Pendidikan politik tidak dapat dibatasi pada sosialisasi pemilu atau ajakan untuk memilih. Warga perlu
memahami lembaga, kewenangan, anggaran, proses legislasi, dan cara menagih pertanggungjawaban.
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Partai berada dalam posisi strategis untuk menghubungkan pengetahuan tersebut dengan pilihan
kebijakan yang mereka ajukan. Jika pendidikan hanya berisi propaganda satu arah, warga menjadi
audiens; jika disusun sebagai dialog, warga dapat menguji asumsi partai dan membantu memperbaiki
program.

Program pendidikan warga yang baik menggunakan persoalan nyata sebagai bahan belajar. Diskusi
tentang layanan kesehatan dapat menguraikan pembagian kewenangan pusat dan daerah, sumber
anggaran, indikator mutu, serta saluran pengaduan. Kasus konkret memperlihatkan bahwa perubahan
kebijakan sering membutuhkan kompromi, tetapi kompromi harus dapat dijelaskan. Warga memperoleh
kemampuan membedakan janji yang berada dalam kewenangan pejabat dengan janji yang hanya
dimaksudkan menarik perhatian.

Partai sebaiknya bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan kelompok
masyarakat tanpa mengaburkan independensi masing-masing. Materi dapat dibandingkan lintas partai
sehingga peserta belajar menilai argumen, bukan menghafal slogan. Ruang debat perlu melindungi
perbedaan pandangan dan mencegah intimidasi. Praktik ini membantu memulihkan keyakinan bahwa
keterlibatan politik dapat memengaruhi keputusan kolektif.

Ketahanan demokrasi tumbuh ketika warga memiliki saluran nontransaksional untuk menyampaikan
kepentingan. Asosiasi masyarakat, serikat pekerja, organisasi profesi, kelompok perempuan, komunitas
lingkungan, dan jaringan pemuda memperkuat artikulasi tuntutan bersama. Partai yang terhubung
dengan organisasi semacam itu memperoleh informasi yang lebih kaya daripada sekadar laporan broker.
Hubungan harus tetap terbuka agar kelompok masyarakat tidak berubah menjadi alat kampanye yang
kehilangan otonomi.

26. Hubungan Sistem Pemilu dengan Insentif Kandidat

Aturan pemilu memengaruhi strategi kandidat, tetapi pengaruhnya bekerja bersama faktor organisasi
dan sosial. Sistem yang memberi insentif kepada kandidat untuk mengembangkan suara pribadi dapat
meningkatkan persaingan di antara calon satu partai dan memperbesar kebutuhan membangun merek
individual (Carey & Shugart, 1995). Dalam konteks seperti itu, kandidat mungkin menilai dirinya sebagai
pusat kampanye dan partai sebagai kendaraan. Namun, desain elektoral tidak menentukan perilaku
secara otomatis; disiplin internal, pembiayaan, dan hubungan dengan pemilih tetap membentuk pilihan
strategi.

Ketika calon bersaing bukan hanya dengan partai lain tetapi juga dengan rekan satu daftar, dana pribadi
dan jejaring dapat menjadi pembeda. Kompetisi internal demikian dapat memperluas pilihan pemilih,
tetapi juga mendorong duplikasi kampanye, persaingan patronase, dan tekanan pada kader agar
mengumpulkan sumber daya sendiri. Partai perlu mengimbangi insentif personal dengan dukungan
kolektif, pembagian peran yang jelas, platform bersama, dan standar pendanaan yang berlaku setara bagi
semua calon.

Perubahan sistem pemilu perlu mempertimbangkan konsekuensi bagi keterwakilan, akuntabilitas, dan
biaya politik secara bersamaan. Memperkuat kontrol partai atas daftar kandidat dapat mengurangi
persaingan internal, tetapi berisiko meningkatkan sentralisasi dan menutup jalur anggota. Memperluas
kompetisi kandidat dapat menambah akuntabilitas langsung kepada pemilih, namun tanpa pembiayaan
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yang adil, calon kaya memperoleh keuntungan. Reformasi harus dinilai melalui dampaknya pada akses
politik dan kapasitas partai menjalankan fungsi agregasi.

Perbandingan lintas pemilu dapat membantu menguji perubahan insentif. Data biaya kampanye, sumber
dana, pola sumbangan, rekam kader, dan hasil pencalonan dapat dianalisis bersama karakteristik daerah.
Penelitian tersebut perlu memisahkan pengaruh sistem pemilu dari pengaruh popularitas petahana,
struktur sosial, dan kapasitas cabang. Bukti empiris yang lebih rinci akan membantu menghindari
kesimpulan bahwa satu perubahan aturan sendirian dapat menyelesaikan krisis kaderisasi.

27. Reformasi Representasi dan Jalur Merit yang Inklusif

Kaderisasi inklusif mengakui bahwa kemampuan politik tersebar luas, tetapi kesempatan untuk
membuktikannya tidak terdistribusi merata. Kandidat dari kelas pekerja mungkin tidak dapat
mengambil cuti untuk mengikuti pelatihan; perempuan dapat menanggung beban kerja perawatan yang
tidak terlihat; penyandang disabilitas menghadapi akses ruang yang tidak memadai; dan anggota daerah
terpencil menghadapi biaya perjalanan. Kebijakan afirmatif menghilangkan hambatan itu agar penilaian
kompetensi menjadi lebih adil, bukan menurunkan standar jabatan.

Jalur merit yang inklusif menyediakan dukungan konkret seperti jadwal pelatihan yang fleksibel,
aksesibilitas, bantuan biaya, konsultasi pengasuhan, pendampingan, dan perlindungan terhadap
kekerasan atau pelecehan. Penyelenggara perlu mengukur siapa yang mendaftar, menyelesaikan
pelatihan, menerima penugasan, dan masuk daftar calon. Data agregat dapat mengungkap tahap tempat
kelompok tertentu tersisih, tetapi harus dikelola secara aman dan tidak membuka identitas pribadi tanpa
persetujuan.

Kualitas representasi tidak hanya menyangkut latar belakang kandidat, melainkan juga kemampuan
mereka membawa isu konstituen ke dalam proses kebijakan. Partai dapat mengadakan forum dengar
pendapat dengan kelompok yang kurang terwakili, memberi akses kepada penyusunan program, dan
meminta calon menjelaskan bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan mandat. Langkah itu
menghubungkan keragaman internal dengan substansi keputusan, sehingga representasi tidak berhenti
pada simbol.

Kriteria inklusi harus dijaga dari penggunaan instrumental. Menempatkan satu kandidat dari kelompok
tertentu tanpa dukungan organisasi dapat membuatnya menjadi simbol tanpa daya. Kandidat perlu
memperoleh sumber daya kampanye, akses informasi, pendampingan, dan posisi yang memiliki peluang
nyata. Pemantauan independen dapat menilai apakah partai memenuhi komitmen substantif dan apakah
calon terpilih memiliki ruang memengaruhi agenda setelah pemilu.

28. Menjaga Konsistensi Reformasi setelah Pemilu

Periode setelah pemilu sering mengungkap apakah kaderisasi benar-benar menjadi fungsi organisasi
atau hanya strategi kampanye. Partai yang mengakhiri aktivitas begitu hasil diumumkan kehilangan
kesempatan mengevaluasi proses, mempertahankan relawan, dan menindaklanjuti aspirasi. Evaluasi
pascapemilu perlu berlangsung segera saat ingatan masih segar, lalu diulang pada pertengahan masa
jabatan untuk menilai apakah janji dan pembelajaran telah masuk ke kerja legislatif maupun
pemerintahan.

21



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Politik Transaksional dan Krisis Kaderisasi Partai di Indonesia | IBM-ASMI 2026

Rapat evaluasi hendaknya memeriksa strategi yang digunakan, kualitas seleksi calon, pengelolaan dana,
hubungan dengan broker, isu yang tidak tertangani, dan pengalaman kelompok yang kurang terwakili.
Peserta perlu mencakup cabang dan anggota yang pandangannya tidak selalu sama dengan pimpinan.
Kesimpulan dan tindakan perbaikan dipublikasikan kepada anggota. Cara ini mengubah kegagalan
menjadi pengetahuan bersama, bukan alasan untuk mencari kambing hitam.

Rencana kerja tahunan dapat menetapkan target organisasi yang realistis: pelatihan kebijakan, forum
konstituen, pembaruan daftar anggota, audit keuangan, perekrutan terbuka, serta perlindungan etik.
Anggaran dan penanggung jawab ditentukan sejak awal; capaian dilaporkan dengan bukti. Pengurus
berikutnya dapat melanjutkan atau merevisi program dengan alasan yang terdokumentasi.
Kesinambungan itu mencegah setiap pergantian pimpinan menghapus inisiatif pendahulunya.

Konsistensi reformasi memerlukan Kketerlibatan pemilih di antara siklus elektoral. Partai dapat
menjelaskan bagaimana usulan warga ditindaklanjuti, membuka laporan kerja wakil, dan mengundang
evaluasi kebijakan. Hubungan tersebut memperkuat insentif bagi kandidat untuk menjaga reputasi
melalui kinerja, tidak hanya melalui distribusi manfaat pada saat kampanye. Dengan begitu, kaderisasi
dan akuntabilitas elektoral saling menguatkan sepanjang masa jabatan.

29. Dilema Pelaksanaan dan Pengamanan Reformasi

Reformasi tidak berjalan dalam ruang hampa. Pembukaan proses seleksi dapat memunculkan konflik
yang sebelumnya tersembunyi, sementara pengungkapan dana dapat menunjukkan ketergantungan
yang sulit dihentikan secara mendadak. Transparansi perlu diperlakukan sebagai perubahan tata kelola,
bukan sebagai ujian pencitraan satu kali. Organisasi harus menyiapkan aturan transisi, jadwal publikasi,
petugas pengelola data, serta prosedur memperbaiki laporan yang tidak lengkap. Keterbukaan yang
konsisten memungkinkan anggota membedakan kesalahan administratif yang diperbaiki dari upaya
menyembunyikan aliran dana.

Kriteria rekrutmen yang terlalu rumit dapat membuat kader dari komunitas kecil tersingkir karena tidak
memiliki waktu untuk melengkapi persyaratan. Sebaliknya, kriteria yang terlalu lentur membuka ruang
pengecualian personal. Partai perlu menyusun kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan, membedakan
syarat minimum dari keunggulan tambahan, dan menyediakan bantuan administratif. Penilaian dapat
menggabungkan bukti kerja, wawancara terstruktur, rekomendasi yang dapat diperiksa, serta masukan
publik. Setiap metode memiliki bias, sehingga panel perlu diberi panduan dan hasilnya ditinjau secara
berkala.

Penerapan aturan baru juga dapat dimanfaatkan untuk menyingkirkan pesaing internal. Mekanisme etik
yang kuat diperlukan, tetapi tuduhan tidak boleh menjadi pengganti bukti. Pemeriksaan harus
menggunakan standar yang konsisten, memberi hak jawab, dan memisahkan penyidik dari pihak yang
berkepentingan dalam kompetisi pencalonan. Perlindungan bagi pelapor dan perlindungan bagi orang
yang dituduh sama-sama penting bagi keadilan prosedural. Ketika aturan dipercaya, anggota lebih
mungkin menerima hasil walaupun mereka tidak menyetujuinya.

Perubahan yang bertahan membutuhkan urutan tindakan yang realistis: memetakan risiko,
mengumumkan standar, melatih pelaksana, menguji prosedur, membuka hasil, menerima keberatan,
dan memperbaiki desain. Tiap tahap memerlukan jadwal serta penanggung jawab. Partai dapat
memublikasikan laporan kemajuan tahunan yang mencatat apa yang sudah berjalan, apa yang belum,
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dan alasan keterlambatan. Pendekatan ini menjaga reformasi tetap dapat dinilai publik sekaligus
memberi ruang bagi pembelajaran kelembagaan.

30. Keterbatasan Analisis dan Arah Penelitian

Artikel ini menyintesis literatur dan menawarkan kerangka institusional, bukan laporan audit terhadap
partai tertentu. Politik transaksional sulit diukur karena sebagian praktik bersifat informal, pemilih
dapat menyembunyikan perilaku, dan data pendanaan tidak selalu merekam semua aliran sumber daya.
Karena itu, klaim mengenai prevalensi harus bertumpu pada penelitian empiris dengan metode
transparan. Tidak semua dukungan personal merupakan transaksi ilegal, dan tidak semua keputusan
tertutup memiliki motif finansial. Penilaian harus mempertimbangkan konteks serta bukti yang tersedia.

Riset lanjutan dapat membandingkan jalur karier kader pada berbagai partai dan tingkat pemerintahan,
lalu menghubungkannya dengan aturan pencalonan, pola pendanaan, dan hasil pemilu. Studi kualitatif
dapat menelusuri bagaimana anggota menilai keadilan seleksi dan bagaimana kandidat membiayai
kampanye. Analisis jaringan dapat mengidentifikasi hubungan antara penyumbang, broker, dan
keputusan kebijakan tanpa mengasumsikan bahwa korelasi membuktikan pertukaran. Data longitudinal
dapat menguji apakah peningkatan subsidi partai mengubah sumber dana atau hanya menggantikan satu
sumber dengan sumber lain.

Perbandingan gender dan generasi juga penting. Perlu diteliti apakah perempuan dan kader muda lebih
banyak menanggung biaya tak terlihat seperti kerja sukarela, mobilisasi sosial, dan risiko pelecehan;
apakah mereka memperoleh dukungan finansial setara; serta bagaimana identitas sosial memengaruhi
akses ke jaringan pencalonan. Studi di daerah kepulauan, kawasan perdesaan, dan wilayah dengan
struktur sosial yang berbeda dapat menjelaskan bagaimana jaringan patronase bekerja dalam kondisi
yang tidak sama.

Pertanyaan normatif utama adalah bagaimana partai dapat tetap responsif terhadap pemilih sekaligus
membangun kapasitas organisasi jangka panjang. Pembukaan rekrutmen kepada masyarakat dapat
menyegarkan partai, sementara promosi kader menjaga memori dan nilai organisasi. Penelitian dan
praktik perlu menguji kombinasi prosedur yang memberi peluang bagi orang baru tanpa membuat
kaderisasi menjadi sistem tertutup. Jawabannya kemungkinan tidak seragam, namun prinsip
keterbukaan alasan, akses setara, dan pertanggungjawaban dapat menjadi tolok ukur bersama.

31. Kesimpulan

Politik transaksional dan krisis kaderisasi saling memperkuat melalui insentif kelembagaan. Biaya
kompetisi yang tinggi meningkatkan nilai sumber daya pribadi; sentralisasi pencalonan memperbesar
kelangkaan akses; pembiayaan yang tidak transparan menumbuhkan ketergantungan; dan lemahnya
demokrasi internal mengurangi peluang kader memperoleh posisi melalui kerja organisasi. Dalam
keadaan tersebut, transaksi menjadi strategi yang tampak cepat dan dapat diprediksi, sedangkan
kaderisasi membutuhkan waktu, dana, aturan konsisten, dan kesediaan pemimpin membagi
kesempatan.

Konsekuensinya melampaui mutu organisasi partai. Ketergantungan calon pada donor dan broker dapat
menimbulkan konflik kepentingan; promosi berdasarkan loyalitas melemahkan sirkulasi elite; dan
hubungan warga dengan wakil menjadi episodik. Namun, analisis ini tidak menyatakan bahwa seluruh
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politik Indonesia atau semua partai sepenuhnya transaksional. Variasi antarpihak, antarwilayah, dan
antarperiode perlu diteliti. Reformasi harus didasarkan pada diagnosis yang cermat, bukan generalisasi
moral yang menyederhanakan masalah.

Perubahan yang berkelanjutan memadukan proses pencalonan terbuka, jalur kader yang nyata,
pendidikan berbasis praktik, perlindungan bagi kelompok yang kurang terwakili, pendanaan yang
memadai dan dapat diperiksa, serta sanksi etik yang konsisten. Negara dapat menciptakan kerangka
insentif; partai bertanggung jawab membangun prosedur dan budaya; masyarakat sipil, media, dan
perguruan tinggi menyediakan pengawasan serta pengetahuan. Kemajuan perlu dinilai dari
berkurangnya ketergantungan pada akses personal dan meningkatnya kemampuan organisasi
mempersiapkan pemimpin dengan legitimasi, kompetensi, dan integritas.

Pada akhirnya, kaderisasi adalah janji antargenerasi dalam demokrasi. la menyatakan bahwa jabatan
publik dapat dicapai melalui pembelajaran, kerja kolektif, dan akuntabilitas, bukan hanya melalui
kekayaan atau kedekatan. Partai yang memenuhi janji itu akan lebih mampu menerima kritik, menyerap
aspirasi, dan mengganti kepemimpinan tanpa kehilangan arah. Politik tetap memerlukan negosiasi dan
pertukaran, tetapi pertukaran yang sehat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan
menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada keuntungan bagi jaringan terbatas.

Ukuran akhir keberhasilan reformasi bukanlah keseragaman organisasi atau hilangnya persaingan,
melainkan kemampuan partai mengelola persaingan dengan aturan yang dipahami dan diterima. Kader
yang tidak terpilih harus tetap memiliki jalan untuk berkontribusi; anggota baru harus dapat masuk
tanpa membeli akses; dan pemimpin yang berhasil harus dapat digantikan melalui prosedur yang sah.
Bila kondisi tersebut berkembang, partai menjadi lebih dari kendaraan elektoral. Ia berfungsi sebagai
tempat belajar demokrasi, menguji gagasan, menyiapkan pengambil keputusan, dan meneruskan
tanggung jawab publik lintas generasi. Inilah dasar kelembagaan untuk mengurangi daya tarik politik
transaksional: bukan mengandalkan nasihat moral semata, melainkan membuat pelayanan, integritas,
dan kompetensi menjadi jalur yang sungguh-sungguh dapat membawa seseorang menuju
kepemimpinan.

Glossarium

DemoKkrasi internal — Aturan dan praktik partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan,
pemilihan pengurus, dan seleksi kandidat.

Kaderisasi — Proses berkelanjutan untuk merekrut, mendidik, menugaskan, mengevaluasi, dan
mempromosikan anggota partai.

Klientelisme — Pertukaran dukungan politik dengan manfaat selektif melalui hubungan personal
yang berulang dan tidak setara.

Konflik kepentingan — Keadaan ketika kepentingan pribadi atau jaringan dapat memengaruhi, atau
tampak memengaruhi, pelaksanaan tugas publik.

Meritokrasi — Prinsip seleksi dan promosi berdasarkan kriteria relevan, kompetensi, integritas, dan
kinerja yang dinilai secara adil.

Patronase — Pendistribusian pekerjaan, akses, kontrak, atau sumber daya kepada pendukung
sebagai imbalan atau penguat dukungan.
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Pelembagaan partai — Proses ketika aturan, identitas, organisasi, dan hubungan sosial partai
menjadi stabil, dapat diprediksi, dan tidak sepenuhnya bergantung pada individu.

Politik transaksional — Pola pertukaran dukungan dengan manfaat selektif dan personal, terutama
ketika dilakukan secara tertutup dan menggeser pertanggungjawaban programatik.

Rekrutmen politik — Proses menemukan, menyeleksi, dan menempatkan orang untuk jabatan
organisasi maupun jabatan publik.

Transparansi pendanaan — Keterbukaan informasi mengenai sumber, nilai, waktu, penggunaan,
dan pertanggungjawaban dana politik sesuai hukum.

Broker politik — Perantara yang menghubungkan kandidat atau partai dengan kelompok pemilih
dan jaringan sosial.

Programatik — Orientasi politik yang menawarkan kebijakan umum, dapat dinilai, dan ditujukan
kepada kelompok luas berdasarkan kriteria publik.
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